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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka

2.1. 1  Pengertian Sistem Akuntansi Instansi
2.1.1.1 Pengertian Sistem
Aktivitas didalam suatu perusahaan maupun insatansi pemerintah merupakan wujud dari suatu sistem, pelaksanaan rutinitas menjadi subsistem yang saling bekerja sama dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain dalam sebuah sistem. 
Menurut Jerry Fitzgrald et al (1981) dalam Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:1) mengungkapkan bahwa:

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”.


Definisi Sistem menurut Azhar Susanto (2013:22) adalah sebagai berikut:

“Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik mauoun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 



Definisi Sistem menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:1) adalah sebagai berikut:

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.



Berdasarkan penjelasan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2.1.1.2 Pengertian Akuntansi


Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:38) mendefinisikan Akuntansi sebagai berikut:
“Proses yang terdiri dari identifikasi,pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi, dari informasi ekononomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan”.


Menurut Epi Indriani (2013:5) mendefinisikan Akuntansi sebagai berikut:

“Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan suatu entitas”.



Definisi Akuntansi menurut Indra Bastian (2010:3) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai berikut:

“mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD,LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor pubilk maupun sektor swasta”. 


Berdasarkan beberapa definisi yang digunakan oleh beberapa para ahli akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian informasi yang membantu pihak-pihak berkepentingan untuk membuat alokasi sumber daya didalam perusahaan atau lembaga pemerintah. 

2.1.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi Instansi

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.05/2007 Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah:
“Serangkaian Prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran samapi dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementrian Lembaga/Negara”. 


Menurut Deddi Nordiawan dan Hertianti (2010:197) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri atas tiga subsitem berikut:
1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

Subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menghasilkan informasi mengenai laporan realisasi Anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik Kementerian/Lembaga.

2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
Subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
3. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP)

Subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan prosedur manual dan terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada Kemeterian/ Lembaga dan menteri keuangan sebagai pengguna anggaran.



Dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kementrian Lembaga/Negara wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari:
1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)

a) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

b) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN).

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W).

a) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran –Wilayah (UAPPA/B-W) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh unit akuntansi kuasa pengguna anggaran yang berada dalam wilayah kerjanya. 
b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah adalah unit akuntansi Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang –Wilayah (UAPPB-W) dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari unit akuntansi kuasa pengguna barang, penanggung jawabannya adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

3. Unita Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang  Eselon 1 (UAPPA/B E1).
a) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh unit akuntansi pembantu pengguna anggaran-wilayah yang berada diwilayah kerjanya serta unit akuntansi kuasa pengguna anggaran yang langsung berada dibawahnya. 

b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1) adalah unti akuntansi Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat eselon 1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari unit akuntansi pembantu pengguna anggaran-wilayah, dan unit akuntansi kuasa pengguna barang yang langsung berada dibawahnya yang penangungjawabnya adalaha pejabat eselon 1. 

4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) 

a) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah unit akuntansi instansi pada tingkat kementrian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh unit akuntansi pembantu pengguna anggaran-eselon 1 yang berada dibawahnya. 
b) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) adalah unit akuntansi Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat Kementrian Negara/Lembaga yang melakukan kegaiatan penggabungan laporan BMN dari unit akuntansi pembantu pengguna anggaran-eselon 1, yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. 


Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengupulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementrian/lembaga, dengan tahapan (sumber: Peraturan Mentri Keuangan No. 171 Tahun 2007):
1. Proses verifikasi dokumen sumber 

2. Input dokumen sumber

3. Cetak dan verifikasi RTH

4. Proses posting data 

5. Verifikasi dan rekonsiliasi LK dan ADK dengan data KPPN

6. Pembuatan LRA, Neraca dan CALK
7. Proses backup data
2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompentensi adalah karakterisitik dasar atau kemampuan sumber daya manusia dari seseorang yang memungkinkan  mereka mengeluarkan kinerja superior dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Tingkat kompentensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengambangan SDM.


Menurut Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A tahun (2003) dalam Sudarmanto (2014:49)  medefinisikan Kompetensi sebagai:
“kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengeahuan, keterampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektife dan efesien.”

Menurut Boyatzis dalam Sudarmanto (2014:46) medefinisikan Kompetensi sebagai:

“Karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kinerja unggul dan atau efektif didalam pekerjaannya.”


Menurut Spencer and Spencer yang dikutip Moeheriono (2014:5) megartikan Kompetensi sebagai: 
“A competency is an underlying characteristic of an idividual that is causually related to criterian referenced effective and or superrior performance in a job or situation.”
“ Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individual dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.”

Berdasarkan uraian diatas maka kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seorang baik dilihat dari segi keterampilan, perilaku, pengetahuan, sehingga seseorang tersebut dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
2.1.2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Schultz dalam Moeheriono (2014:296) menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, atau energi saja atau sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan (knowladge) dari para karyawannya. 

Menurut Wiley (2002) dalam Febriady Leonard Sembiring (2013) mendefinisikan bahwa:

“Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organsiasi tersebut.”

Menurut Rudolf Wennemar Matindas (2002:89) mendefinisikan sumber daya manusia sebagai:
“Suatu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.”

Menurut Emilda Ihsanti (2014) mendefinisikan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah:

“Kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.”  


Dari uraian Sumber Daya Manusia diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang membentuk satu kesatuan manusia yang ada didalam sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan organsiasi. 


Kompetensi Sumber daya manusia juga dijelaskan oleh Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa suatu kompetensi dengan tahap tinggi minimal mencakup beberapa aspek yaitu: pengetahuan, keterampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap dan nilai-nilai. Meskipun hal-hal tersebut sukar diamati atau diukur tetapi manifestasinya atau penerapannya dalam berbagai situasi dapat diamati atau diukur. 


Moeheriono (2014:297) menjelaskan bahwa humman capital terdiri dari pengetahuan (Knowledge), keterampilan (skill), dan kemampuan (ability) seseorang yang dapat digunakan unutk menghasilkan layanan profesional. Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (KKBKN) No. 46 A Tahun 2003 menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiiki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesioanal, efektif dan efisien.
2.1.2.2 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia


Menurut Boyatzis dalam Sudarmanto (2014:51) komponen-komponen kompetensi sumber daya manusia terdiri dari: 

1. Motive (Dorongan); perhatian berulang terhadap pernyataan tujuan, atau kondisi yang muncul dalam bayangan yang mendorong, memerintahkan atau menyeleksi prilaku individu. Motive juga termasuk pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan pernayataan tujuan atau tema tertentu. Motive ini hadir dalam level kesadaran dan ketaksadaran setiap orang. Contoh dari motive ini adalah kebutuhan atau dorongan berprestasi , kenutuhan atau dorongan berkuasa. 
2. Traits (ciri, sifat, karakter pembawaan) merupakan pemikiran-pemikiran dan aktivitas psikomotorik yang berhubungan dengan kategori umum dari kejadian-kejadian. Contohnya adalah seseorang yang berani ambil resiko. 
3. Self Image (Citra Diri) merupakan presepsi orang terhadap dirinya dan evaluasi terhadap citranya tersebut.
4. Social role (peran sosial) merupakan presepsi orang terhadap seperangkat norma sosial perilaku yang diterima dan dihargai oleh sekelompok sosial atau organsiasi yang memilikinya. 
5. Skill (Keterampilan) merupakan kemampuan yang menunjukan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja. Skill juga merupakan kapabilitas seseorang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja. Skill juga merupakan kapabilitas seseorang secara fungsional dapat efektif atau tidak efektif dalam situasi pekerjaan. Hasil dari skill adalah sesuatu yang dapat dilihat dan diukur. 

Menurut Spencer dalam Sudarmanto (2014:53) terdapat 5 (lima) komponen kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. “Motif (motives), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulakan tindakan.

2. Sifat (traits), adalah karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.

3. Konsep diri (Slef-concept), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.

4. Pengetahuan (Knowledge), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan (Konowledge) merupakan kompetensi yang kompleks. 

5. Keterampilan (skill), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental”. 

Komponen pembentukan kompetensi sumber daya manusia juga diungkapkan oleh Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha (2008) yaitu:

1. Pengetahuan (Knowladge) adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu).

2. Keterampilan (Skill) adalah suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal.

3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan tanggungjaabnya sesuai dengan peraturan perusahan.

Konsep diri (self-concepts), waktu/sifat (traits) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (hidden), dalam (deeper) dan berada pada titik sentral keperibadian seseorang juga cenderung sulit untuk dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan. Kompetensi pengetahuan (knowledge competencies) dan keahlian (skil competencies) cenderung lebih nyata (visible) dan relatif berbeda dipermukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 
2.1.2.3  Faktor-Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia


Semua orgaisasi tentu menginginkan sumber daya manusia mereka memiliki kompetensi yang unggul dan handal, sehingga mampu mendongkrak kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap faktor-faktor determinan bagi kompetensi. Menurut Zwell dalam Sudarmanto (2014:53) terdapat tujuh determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni:

1. Kepercayaan dan nilai. 
Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap seseuatau sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berfikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan memberikan tantangan bagi dirinya.kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah, namun hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama karena nilai dan kepercayaan seringkali telah menjadi karakter, pandangan, atau identitas seseorang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan dan nilai, dan budaya perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi berakar pada budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan kepercayaan seseorang.
2. Keahlian/Keterampilan.  
Aspek ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kompetensi. Sebagai contoh, public speaking adalah keterampilan yang dapat dipelajari, diperaktikkan, dan diperbaiki. Keahlian menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, latihan dan umpan balik. Dengan memperbaiki kemampuan bicara dan keterampilan menulis, seseorang secara tidak langsung juga meningkatkan kecakapan kompetensi komunikasinya. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat berdampak pada budaya perusahaan/organisasi dan kompetensi individu.

3. Pengalaman. 
Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas yang diberikan. Seseorang dengan sejumlah pengalaman tertentu akan lebih mudah mengoganisir orang lain dalam organisasi yang kompleks dengan penguasaan kompetensi manajerialnya yang tinggi dan akan sangat berbeda apabila dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri seseorang akanmenjadikan orang tersebut memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang.

4. Karakteristik personal. 
Karakteristik keperibadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik dan negisiasi dari orang yang memiliki sifat introvet akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat ekstrovert. Karakteristik kepribadian dapa diubah, tetapi cenderung lebih sulit.
5. Motivasi. 
Motivasi sesorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor yang cendrrung dapat diubah. Dorongan, pengarahan, pengakuan dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi seseorang. 
6. Isu-isu emosional. 
Hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi penguasaan kompetensi. Kekuatan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berfikir negatif terhadap seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada dasarnya dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, melakukan beberapa terapi, melakukan sseseorang agar dapat mengatasi hambatan dan blok-blok tersebut. 

7. Kapasitas intelektual. 
Kapasitias intelek tual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berfikir konseptual dan berfikir analitis. Perbedaan kemampuan berfikir konseptual dan berfikir analitis antara satu sama lain akanmembendakan kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi perencanaan, dan lain sebagainya”. 


Dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kompetensi tersebut, ada faktor determinan yang dapat dengan mudah diubah dan ada faktor determinan yang sulit diubah. Tabel berikut ini merupakan kompetensi yang dilihat dari tingkat perubahan atau perbaikan. Ada kompetensi yang mudah diperbaiki, kompetensi agak sulit diperbaiki, dan kompetensi yang sukar diperbaiki. 
Tabel 2.1
Tingkat Perbaikan Kompetensi
	Tingkat Perbaikan
	Kompetensi

	Mudah diperbaiki
	mengembangkan orang lain, efesiensi produksi, kerja sama tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, dll.

	Agak sulit diperbaiki
	mengembangkan orang lain, efesiensi produksi, kerja sama tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, dll.

	Sulit diperbaiki
	Inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas, dll. 


Sumber: Zwell dalam Sudarmanto (2009:57)
Menurut Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 46 Tahun 2003  Kompetensi merupakan karakeristik yang dimiliki seseorang baik dilihat dari segi a. pengetahuan, b. keterampilan, c. perilaku atau sikap sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektife dan efisien.

a. Pengetahuan (Knowladge)

a) Pendidikan formal

b) Pendidkan dan pelatihan

c) Pengalaman kerja
b. Keterampilan (skill) 

a) Kemampuan untuk melaksanakan tugas 

b) Bertanggungjawab padatugas yang diberikan

c. Perilaku atau Sikap (Atittude)

a) Pola tingkah perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas 

b) Tanggungjawab pegawai terhadap peraturan perusahaan.  
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan 
2.1.3.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Setiap organisasi publik maupun non-publik diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada beberapa fungsi dari laporan keuangan baik laporan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerintahan. Heri (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”. 

Sofyan Syafri Harahap mendefinisikan laporan keuangan dengan (2008:105):

“laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, arus dana kas perusahaan pada periode tertentu”. 

Menurut PMK RI No. 59/PMK.06/2005 mendefinisiskan laporan keuangan dengan:

“Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan”. 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009:2) medefinisikan Laporan Keuangan  dengan:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam beberapa cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atas laporan keuangan lain serta materi penjelasannyayang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan merupakan laporan tersetruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.” 

Berdasarkan definisi diatas yang diungkapakn para ahli laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan.
2.1.3.2 Fungsi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun dan disajikan memiliki kemampuan liquiditas, sehingga dapat digunakan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi guna mencapai tujuan entitas.

Menurut Susan Irawati (2008:145), fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Untuk memberikan informasi yang berguna, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau kondisi financial sebuah perusahaan, penilaian terhadap sehat tidaknya suatua perusahaan”. 
 
Fungsi laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tegas untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. 
2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan menurut Kerangka Dasar  Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) yang diadopsi dari coseptual framework 
IASC. KDPPLK menyatakan bahwa tujuan laporan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (paragraf 12) dikutip dari Wahyuni (2013:09).


Menurut Mardiasmo (2009:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:
1. Kepatuhan dan pengelolaan ( Compliance  and Stewardship)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelola sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Acountability and retrospective reporting) 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggunjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antara kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organsiasi. 

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and authorization information)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 
4. Kelasngsungan organsiasi (Viability) 
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang. 
5. Hubungan Masyarakat ( public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organsiasi untuk mengemukakan pernyataan atas prsetasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepetingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan adalah:

“menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi,  dan perubahan entitas suatu entitas pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”
Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut PP No.71 Tahun 2010 dalam satandar akuntansi pemerintah adalah: 

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dan pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasinya penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenaoi ketaaatan terhadap anggarannya.

5. Menyediakan informasi mengenai cara enitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.

6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

7. Informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

Laporan keuangan utunk tujuan umumnya juga mempunyai peranan prediktif  dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memperdiksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. 

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan 
Menurut Peratuaran Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 komponen laporan keuangan Kemntrian/Lembaga (LKKL) yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementrian/Lembaga  meliputi 
1. Laporan LRA

2. Neraca

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan pernyataan telah di revieu yang ditandatangani oleh aparat pengawasan interen dan pertanyaan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran. 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakai sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporaan.

2. Neraca
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas oprasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

Unsur yang diucapkan dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah.

b. Pengeluaran kas adalah semaua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah.
4. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasna naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggran dan Neraca. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 
2.1.3.5 Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang dipelukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71 Tahun 2010):
1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalau atau masa kini, dan memprediksi  masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalau, dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:
a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dipecah. 

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diferivikasi. Informasi mungkin relevan tapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalakan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 
a) Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaski serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dengan wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bergna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang diterapkan sekarang, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 
4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan meiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.2 Kerangka Pemikiran 

Sebagaimana sektor swasta pemerintah merupakan sektor publik yang membutuhkan akuntansi, baik untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintah maupun sebagai penyedia informasi keuangan yang berkaitan. Akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan terkait dengan perusahaan bisa disebut akuntansi bisnis, sedangkan yang terkait dengan usaha nonprofit dikenal akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. Maka dari itu, instansi pemerintahan merupakan organisasi non profit, jadi akuntansi yang berkaitan dengan istnasi pemerintah yaitu laporan keuangan instansi pemerintah yang merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.
2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan 




Aulia Rahman (2012) yang menyatakan bahwa penerpan Sistem Akuntansi Instansi secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas petanggungjawaban laporan keuangan dekonsentrasi pada satuan kerja pemerintah aceh. Selanjutnya, menurut Moni Gusfin Siahaan dan Fachrizamman (2013) Implementasi Sistem Akuntansi Instansi mempunyai arah pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Ardan Abidin (2013) Penerpan Sistem Akuntansi Instansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo.


Hal tersebut didukung oleh Muhammad Gade (2000:83)  yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah, Agar pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya Muhammad Gade Menjelaskan dengan sistem akuntansi diharapkan proses pengolahan data transaski akan lebih cepat, lengkap, akurat, lebih tertib dan lebih terpadu.

Selain teori diatas terdapat pula teori yang menyatakan tentang Pengaruh sistem akuntansi instansi dengan kualitas laporan keuangan menurut Madirsomo (2004:32) adalah sebagai berikut: 
“Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan,handal dan dapat dipercaya, pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah”. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pegaruh sistem akuntansi insatansi terhadap kualitas laporan keuangan.
2.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kulitas Hasil Laporan Keuangan Instansi Pemerintah 


Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah dibutuhkan Sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah.

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalakan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. 
Hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuanga menurut Wahyuno (2004:12) adalah sebagai berikut:

“Dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumberdaya yang menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memeiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan)”. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirunisah (2008) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang. Hasil penelitiannya menyatakan kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja. 
Tabel 2.2 

Hasil Penelitian Terdahulu
	Penelitian
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian 
	Perbedaan

	Akhmad Syarifudin (2014) 
	Pengaruh Kompetensi SDM dan peranan Audit intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
	· Kompetensi SDM, Peranan audit internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kulitas LKPD

· SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kulitas LKPD

· Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPIP.

· Peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap SPIP.

· SPIP positif dan signifikan dalam memediasi pengaruh peran audit internal dengan kulitas LKPD.

 
	· Peneliti melakukan penelitian di KPPN Bandung I.

· Perbendaan Variabel independen yakni sistem informasi akuntansi

	Mailani Fadilah

(2013) 
	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
	Terdapat pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Keuangan. 
	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, dan Pengendalian Internal sebagai variabel bebas dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel terikat. 

	Ruaida Dumoi

(2014) 
	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
	Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
	· Terdapat penambahan variabel bebas yakni Kompetensi sumber daya manusia
· Penulis melakukan penelitian terhadap SPAN 

· Penulis melakukan penelitian di Bandung

	Silviana (2013) 
	Hubungan Penerpan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 47,10% 
	·  Adanya penambahan variabel independen yaitu Kompetensi sumber daya manusia.





Berdasarkan kerangka penelitian dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti dalam paradigma sebagai berikut: 






Gambar 2.1
Paradigma Penelitian
2.3 Hipotesis Penelitian 


Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sistem  Akuntansi Instansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Sistem Akuntansi Instansi dan kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 






Sistem Akuntansi Instansi





Proses verifikasi dokumen sumber


Input dokumen sumber


Cetak dan verifikasi RTH


Proses posting data


Verifikasi dan rekonsiliasi LK dan ADK dengan data KPPN


Pembuatan LRA, Neraca dan CALK


Proses backup data





Sumber: (Peraturan Menteri Keuangan No.171 Tahun 2007)





Kualitas Laporan Keuangan 


Relevan


Andal


Dapat Dibandingkan


Dapat Dipahami





Sumber: Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010





Kompetensi Sumber Daya Manusia


Pengetahuan


Keterampilan


Sikap dan Perilaku


Sumber: Keputusan Bandan Kepegawaian Negara No.46 A Tahun 2003
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